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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kebijakan 
akuntansi pemerintah, Kabupaten Bandung Barat telah 
menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 

2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bandung Barat; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan 
perubahan kebijakan terkait penyajian kembali restatement, 
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bandung Barat tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset 
Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barat tahun 2008); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2015/251~PMK.06~2015Per.pdf
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 

2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 

Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan 
Penyusutan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Nomor 12 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Nomor 17 tentang Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan Tanpa 
Penyajian Kembali Laporan Keuangan diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Bandung Barat ini  dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Barat.  

 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 29 Januari 2016 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 29 Januari 2016 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 MAMAN S. SUNJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E 



 

5 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANDUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2015 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12  (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, 
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk 
dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (materials) dan 
perlengkapan (supplies).  

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan 

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada 
masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang 
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat 

yang bersangkutan. Sedangkan akumulasi penyusutan merupakan akumulasi dari 
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 

suatu aset tetap. 

2. Klasifikasi 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, dengan klasifikasi sebagai berikut: 

a. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 
dalam kondisi siap dipakai. Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah 

dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah 
untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan 
bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah 

hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. 

b. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan 
dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

Peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat 
perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, 

alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan dapat 
diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, 

bangunan tempat ibadah, menara, monument/bangunan bersejarah, gudang, 
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gedung museum. Gedung dan Bangunan ini tidak mencakup tanah yang 

diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. 
Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok 

Tanah.  

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, 
komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi 

listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen 
penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon) 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan 
tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. Termasuk ke dalam jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan 

raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, 
jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi dan 

jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, 
irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud 
dimasukkan dalam kelompok Tanah. 

Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih 
lanjut menjadi misalnya, jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi 

distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran 
transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 
aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, 
irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang 
termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi 

perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah 
raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya 
adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan 

miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 
seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya 
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu 
periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. 

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu 
periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang 

atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan 
dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan 
kontrak konstruksi. 

 

B. PENGAKUAN 

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung kegiatan operasionalnya 
dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau dihibahkan. 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat 
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap 
sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 
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dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan 
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut 
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap 

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan 
atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya dan atau telah adanya 

penyerahan fisik dari pihak lain dengan dibuktikan oleh Berita Acara Serah 
Terima Fisik Tanah/ Bangunan tersebut. 

Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, 

namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip 
substansi mengungguli formalitas maka harus dicatat dalam neraca dan 
dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Terhadap aset tetap tersebut 

harus segera diproses bukti kepemilikannya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

(a) Berwujud; 

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulam; 

(c) Biaya perolehan aset dapat diukutr secara andal; 

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  

(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

(f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk 
dipelihara; 

(g) Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan 

(materialization thresholds). 

 

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas 
akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel. 

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain 

perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. 
Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset 

tetap tersebut dalam kondisi siap digunakan. 

b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang 

berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan 
kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya 
pengoperasian. 

c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan 
berkurangnya volume volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan 

penyusutan. 

d. Penghentian atau pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari 
penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap. 

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap: 

1. Tanah 

Tanah diakui sebagai aset tetap  apabila  memenuhi kriteria sebagaimana 

tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut 
tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah. 

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah 
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti 
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sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama 

pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka: 

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai 

dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus 
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, 
serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau 
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut harus dicatat dan disajikan 

dalam aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan 
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut 
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. 

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau 
digunakan oleh entitas pemerintah lain, maka tanah tersebut harus dicatat dan 
disajikan dalam aset tetap tanah pada neraca pemerintah yang mempunyai 

bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau 

menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan: 

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut 
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah 

tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada 
neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

2) Dalam hal pemerintah daerah belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, 
tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah 
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada 

neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai 
dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap 
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca 

pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai 
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus 
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah 

daerah, namun adanya serifikat ganda harus diungkapkan secara 
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

5) Dalam hal tanah hibah dan atau tanah hasil penyerahan atas pembangunan 

suatu perumahan/Fasos Fasum yang belum bersertifikat atas nama 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, namun sudah diserahkan 

dengan bukti Berita Acara Serah Terima Fisik, maka tanah tersebut  tetap 
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca 
pemerintah daerah dan harus diungkapkan secara memadai dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

6) Dalam hal tanah carik desa yang dipakai oleh Pemda Kabupaten Bandung 
Barat untuk kepentingan umum / masyarakat sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan ditandai dengan Berita Acara Serah Terima maka dapat dicatat 
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah dan 

harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
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Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah 

yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah 
pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin diakui sebagai  aset  tetap  apabila  memenuhi kriteria 

sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka 
peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik 

pemerintah daerah. 

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat  bukti  
bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan 

berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan  bermotor dilengkapi 
dengan  bukti  kepemilikan kendaraan. 

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau 

pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat 
dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui 

mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja  modal. 

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan 
diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset  tetap 

Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset  persediaan. 

Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk 

pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja 
modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut:  

1) Belanja pengadaan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya  
lebih besar atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap.  

2) Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya 
kurang dari nilai batas minimal materialitas aset tetap.  

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat 
secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan 
bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris 

Barang (KIB). 

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik 

daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. 

Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:  

Aset Nilai (Rp) 

1. Peralatan dan Mesin    

-  Alat-Alat Bengkel  500.000-  

-  Alat-Alat Pertanian dan Peternakan  500.000,-  

-  Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga  500.000,-  

-  Alat-Alat Studio dan Komunikasi  500.000,-  

-  Alat-Alat Ukur  500.000,-  

-  Alat-Alat Kedokteran  1.000.000,-  

-  Alat-Alat laboratorium  1.000.000,-  
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-  Alat-Alat Keamanan  500.000,-  

-  Alat-Alat Olahraga  500.000,-  

2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak 
kesenian kebudayaan dan buku 

 Semua Nilai 
Rupiah  

  

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa 
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, 

misalnya bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap 
belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu 

proses administrasi  yang diharuskan, seperti BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor) masih dalam proses penyelesaian dari instansi berwenang, maka aset 
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa  penguasaan atas aset 

tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran atau penyerahan 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. 

3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan diakui  sebagai  aset  tetap  apabila  memenuhi 
kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi 

maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap  milik 
pemerintah daerah.  

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah  

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat  penguasaannya 
berpindah secara hukum misalnya akte  jual  beli  atau  Berita Acara Serah Terima 

serta telah siap dipakai.  

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, 
atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan 

dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui 
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan 

melalui kontrak konstruksi. 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan,  

Irigasi, dan Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. 
Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap  milik pemerintah daerah.  

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan 
telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat  

penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan 
jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri 
(swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja  modal. 

5. Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah 

serta telah siap dipakai.  

Untuk Aset Tetap Lainnya khusus hewan harus memenuhi batasan jumlah 

biaya (capitalization thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar 
Rp.1.000.000,00 dan terhadap hewan yang telah dikembangbiakkan dimaksud 

untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset  tetap, tapi 
dikelompokkan kepada aset  persediaan.  
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Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik 

pemerintah daerah, diatur sebagai berikut:    

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat  ekonomik aset  

tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari  gudang  menjadi ruangan kerja 
dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset 
Tetap Renovasi. Apabila  renovasi  atas aset tetap yang disewa tidak menambah 

manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-
Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.  

b. Apabila manfaat  ekonomik  renovasi  tersebut  lebih dari satu  tahun buku, 
dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-
Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun 

buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional 
tahun berjalan.  

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan 

memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran  tersebut  
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material,  biaya  

renovasi dianggap  sebagai belanja operasional.   

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di 
atas adalah Rp 20.000.000,00. 

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya 
melalui  pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset 

Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja  modal. 

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Untuk Konstruksi dalam Pengerjaan, Suatu aset berwujud harus diakui 

sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang 
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang 
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam 

aset tetap. Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  dipindahkan  ke  pos  aset  tetap  
yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 

2. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. 

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum 

dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam 
pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui 
sebagai KDP aset yang  bersangkutan. 

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang 
bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan 

jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan 
selesai sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan siap 
digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait 
dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai 
berikut:    

a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian  Pekerjaan sudah 
diperoleh, dan aset tetap tersebut  sudah dimanfaatkan oleh  Satker/SKPD, 

maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.  
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b. Apabila  aset  tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian  Pekerjaan 

sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh 
Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.   

c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang  didukung dengan bukti  yang 
sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun 
aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut 

masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.   

d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah 

digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan  masih  
diakui sebagai KDP.  

e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam 

pengerjaan), karena  sebab  tertentu  (misalnya  terkena  bencana  alam/force  
majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat 
pernyataan hilang karena bencana alam/force  majeur dan atas dasar 

pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.    

f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui 

sebagai  KDP.  

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya 
oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,  ataupun kejadian-kejadian 

lainnya. Penghentian KDP dapat berupa  penghentian sementara dan penghentian 
permanen. Apabila suatu KDP  dihentikan pembangunannya untuk sementara 

waktu, maka KDP tersebuttetap dicantumkan ke dalam neraca dankejadian ini 
diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan  Keuangan. Namun, 
apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara 

permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa 
depan,  ataupun oleh  sebab lain yang dapat dipertaggungjawabkan, maka KDP  

tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara 
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

C. PENGUKURAN 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika penilaian aset tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset 

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat 
yang siap untuk dipergunakan. 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga 
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan 

secara langsung secara proporsional ke setiap unit sehingga membawa aset 
tersebut ke kondisi dan tempat yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

Dalam penyusunan neraca awal SKPD, biaya perolehan aset tetap yang 
digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk 
periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, 

suatu SKPD menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan 
tidak ada. 

 

1. Tanah  

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.Biaya perolehan 

mencakup harga  pembelian atau biaya  pembebasan tanah, biaya  yang 
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan  sertifikat, 
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biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya  lainnya  yang 

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai 
bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli 

tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia 
pengadaan, maka  termasuk  dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia 
pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam 

rangka  perolehan tanah tersebut.  

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya 

dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.  

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya  
pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.  

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau 
sebesar nilai  wajar pada saat tanah tersebut  diperolehdantidak disusutkan.  

2. Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada 
saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan  mesin 

menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk  memperoleh 
peralatan dan mesin  tersebut  sampai  siap  pakai.  Biaya ini antara lain meliputi 
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya 

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap 
digunakan.  

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap  
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.  

3. . Gedung dan Bangunan  

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan 
gedung dan bangunan meliputi  seluruh biaya  yang dikeluarkan untuk  
memperoleh gedung dan bangunan sampai  siap  pakai. Biaya ini  antara lain 

meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, 
notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan 

biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 
wajar/taksiran pada saat perolehan.  

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara  

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya 
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,  perlengkapan, 

tenaga listrik, sewa peralatan, dan  semua biaya  lainnya yang terjadi berkenaan 
dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan 
pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak 

konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan 
yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar  nilai  wajar pada  saat  

perolehan.  

Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 

akumulasi  penyusutan.  

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan  

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan 

jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.Biaya ini meliputi biaya 

perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai 
jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.  

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi  dan jaringan yang diperoleh melalui  

kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa 
konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan  pembongkaran. 
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Biaya perolehan  untuk  jalan, Irigasi  dan Jaringan yang dibangun secara 

swakelola meliputi biaya  langsung dan tidak langsung, yang terdiri  dari meliputi 
biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.   

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari  sumbangan(donasi) dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.  

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai 
satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, 

danJaringan dikapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.  

5. Aset Tetap Lainnya  

Aset Tetap Lainnya dinilai  dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset 
Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai 

kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya  perizinan.  

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, 
misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak  langsung, 

yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya 
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.  

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan  

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan 
dipengaruhi oleh metode yang  digunakan dalam proses konstruksi aset tetap 

tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.  

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka 
biaya-biaya  yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh 

biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai  KDP  tersebut siap 
untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya  perizinan, biaya pengosongan dan 
pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk 
keperluan pembangunan. Biaya  konstruksi  secara swakelola diukur berdasarkan 

jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang 
yangmasih  diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.  

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatukontrak  

konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang 
telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian 

pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan 
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;  
dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak  ketiga sehubungan 

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.    

Jika  konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya  pinjaman yang timbul 

selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,sepanjang 
biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan  ditetapkan secara  andal. Biaya 
pinjaman mencakup  biaya bunga  dan  biaya lainnya yang timbul sehubungan 

dengan pinjaman yang  digunakan  untuk  membiayai  konstruksi.  

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena 
kondisi force majeur,  maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi 

dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila 
disebabkan oleh  hal-hal yang tidak bersifat force majeur, maka biaya pinjaman 

yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi 
dikapitalisasi sebagai aset.  
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Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung  adalah:   

a. Biaya Honor PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Tim ULP dan atau Pejabat 
pengadaan barang/ jasa dan , Tim POKJA ULP dan atau Pejabat Penerima 

barang/ jasa; 

b. biaya persiapan tempat.  

c. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.  

d. biaya pemasangan.  

e. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.  

f. biaya konstruksi.   

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:  

a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;  

b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan semua biaya lainnya yang 
terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut  

 

D. PENYAJIAN 

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dan disajikan berdasarkan 
biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila 
terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan 

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun 
ekuitas. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah 

Daerah. 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

N E R A C A 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

Kode  Uraian  20X1  20X0  

1   ASET      

1.1.   ASET LANCAR      

   Jumlah Aset Lancar  xxx  xxx  

1.2.   INVESTASI JANGKA PANJANG      

   Jumlah Investasi Jangka Panjang  xxx  xxx  

1.3.   ASET TETAP      

1.3.1.   Tanah  xxx  xxx  

1.3.2.   Peralatan dan Mesin  xxx  xxx  

1.3.3.   Gedung dan Bangunan  xxx  xxx  

1.3.4.   Jalan, Irigasi, dan Jaringan  xxx  xxx  

1.3.5.   Aset Tetap Lainnya  xxx  xxx  

1.3.6.   Konstruksi Dalam Pengerjaan  xxx  xxx  

1.3.7.   Akumulasi Penyusutan  xxx  xxx  

   Jumlah Aset Tetap  xxx  xxx  

1.4.   DANA CADANGAN      

1.4.1.   Dana Cadangan  xxx  xxx  

   Jumlah Dana Cadangan  xxx  xxx  

1.5.   ASET LAINNYA      

1.5.1.   Tagihan Jangka Panjang      

1.5.2.   Kemitraan dengan Pihak Ketiga  xxx  xxx  

1.5.3.   Aset Tidak Berwujud  xxx  xxx  

1.5.4.   Aset Lain-lain  xxx  xxx  

   Jumlah Aset Lainnya  xxx  xxx  

   JUMLAH ASET  xxx  xxx  

2.   KEWAJIBAN      

2.1.   KEWAJIBAN JANGKA PENDEK      

2.2.   KEWAJIBAN JANGKA PANJANG      

   JUMLAH KEWAJIBAN  xxx  xxx  

3.   EKUITAS      

   Jumlah Ekuitas  xxx  xxx  

   JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS  xxx  xxx  
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E. HAL-HAL KHUSUS BERKAITAN DENGAN ASET TETAP 

1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP  

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang  

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi  manfaat 
ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, 
atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai 

tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari 
pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap.  

Belanja pemeliharaan terdiri dari:   

a. belanja pemeliharaan rutin  

b. belanja pemeliharaan peningkatan  

Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi  

manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau 
peningkatan standar kinerja.  

Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi  manfaat 

ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau 
peningkatan standar kinerja.  

Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi 
penganggaran di SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan 
pada saat penyusunan anggaran. Belanja pemeliharaan rutin tidak 

dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja 
pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau 
belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan 

sebagai berikut:  

• Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari 

atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap  

• Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan 
kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.  

Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:  

No Aset Kapitalisasi (Rp) 

1  Tanah  ≥ 15% dari nilai aset  

2  Peralatan dan Mesin  ≥ 10% dari nilai aset  

3  Gedung dan Bangunan  ≥ 10% dari nilai aset  

4  Jalan Irigasi Jaringan  

- Jalan & Jembatan  

- Irigasi  

- Instalasi  

- Jaringan  

  

≥ 15% dari nilai aset   

≥ 15% dari nilai aset  

≥ 15% dari nilai aset   

≥ 15% dari nilai aset  

5  Aset Tetap Lainnya  5.000.000,00  
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2. PERTUKARAN ASET TETAP  

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu 
entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.  

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran  
sebagian aset tetap  yang  tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai 

ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan 
jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang 

ditransfer/diserahkan.  

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu  
melakukan  pertukaran, yaitu:    

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak 
sesuai dengan tata ruang/tata kota;   

- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;   

- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;    

- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;    

- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;   

- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru 

- Adanya satu bidang Aset tetap tanah yang diperuntukkan beberapa 

pengguna Barang contohnya satu bidang tanah dipakai untuk Pasar 
Tradisional, Terminal dan KPSBU.  

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan 
atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut  
dapat  diukur  dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

(BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang  menerbitkan  Surat 
Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan.  Berdasarkan 
BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset 

tersebut dari  neraca  maupun  dari  daftar  barang dan membukukan aset tetap 
pengganti.  

Biaya  dari  pos  pertukaran  aset  diukur  berdasarkan  nilai  wajar  aset  
yang diperoleh  yaitu  ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah 
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang 

ditransfer/diserahkan.  

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang 

serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilaiwajar yang serupa. 
Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukarandengan kepemilikan aset 
yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak adakeuntungan dan kerugian yang 

diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yangbaru diperoleh dicatat sebesar nilai 
tercatat (carrying amount) atas asetyang dilepas.  

3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP  

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset 
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi 

masa yang akan datang.  

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 

sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada pengelola Aset dan 
pencatatan di PPKD.  

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah 
mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan 
diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan.  
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Pelepasan aset tetap dilingkungan  pemerintah daerah disebut  sebagai 

pemindahtanganan, dan dilakukan dengan cara:    

a.  dijual / lelang;    

b. dipertukarkan;    

c. dihibahkan; atau    

d. dijadikan penyertaan modal daerah.    

 

4. RENOVASI  ASET  TETAP  

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang  masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomik  di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, 

atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset 
yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.  

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut 

memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka 
renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.  

Biaya yang  dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah 
belanja modal aset terkait.   

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset 

tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk 

pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran 

yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi 
meskipun nilainya signifikan.  

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:    

a. Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap  

dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.  

b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan,mencakup 
perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang  memenuhi syarat 

kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.  

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah 

nilai perolehan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-
aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila 
sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai 

dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum 
diserahterimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi 
dalam pengerjaan (KDP).  Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik 

sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi 
tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD 

pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. 
Namun apabila sampai  dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini 
belum juga  diserahkan,  maka  SKPD  yang  melakukan  renovasi  terhadap  

aset  tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset 
Renovasi.    

c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan, yang 
meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi  aset  
tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan,  dan 

lain-lain).  

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada  akhir  masa  

perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan 
pada pemilik sesuai Berita AcaraPenyerahan/dokumen yang dipersamakan 
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telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi  tersebut  dieliminasi dari neraca 

SKPD dan pemilik akan mencatat dan  menambahkannya  sebagai  aset  
tetap terkait.  

5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP  

a. Reklasifikasi Aset Tetap  

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi  

aset.  

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang 
waktu, tidak tergantung periode laporan.  

b. Koreksi Aset Tetap  

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 

seharusnya.  

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun 

aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan  saja, 
tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. 
Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan 

contohnya apabila terdapat pencatatan ganda atas satu barang maka akan 
dilakukan koreksi pada saat kesalahan itu ditemukan tanpa adanya 

kebijakan lain yang menyertainya misalnya kebijakan penghapusan.  

6. PENYUSUTAN   

a. Definisi  

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 
yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan.   

b. Pengakuan  

Penyusutan diakui pada saat:  

1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau 

2) Akhir periode akuntansi.  

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang 

nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam 
laporan operasional.   

c. Pengukuran  

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan 

harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa 
(service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.  

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight 
line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-

masing periode dengan jumlah yang sama.   

Perhitungan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pencatatan 
penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu.  

Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan 
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau 

jumlah  produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk 
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.  
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Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap 

dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam 
Tabel Masa Manfaat. 

Masa manfaat/umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:  

No. Aset Tetap 
Masa 

Manfaat 

A.  Peralatan dan mesin     

  1. Alat-Alat Besar    

    a. Alat-alat besar darat  10 

    b. Alat-alat besar apung  8 

    c. Alat-alat bantu  7 

  2. Alat-Alat Angkutan   

    a. Alat angkutan darat bermotor  7 

    b. Alat angkutan darat tak bermotor  2 

    c. Alat angkut apung bermotor  10 

    d. Alat angkut apung tak bermotor  3 

    e. Alat angkut bermotor udara  20 

  3. Alat Bengkel dan Alat Ukur   

    a. Alat bengkel bermesin  10 

    b. Alat bengkel tak bermesin  5 

    c. Alat ukur  5 

  4. Alat Pertanian dan Peternakan   

    a. Alat pengolahan  4 

    b. Alat pemeliharaan tanaman/alat 

penyimpanan  

4 

  5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga   

    a. Alat kantor  5 

    b. Alat rumah tangga  5 

    c. Komputer  4 

    d. Meja dan kursi kerja/rapat pejabat  5 

  6. Alat Studio dan Alat Komunikasi    

    a. Alat studio  5 

    b. Alat komunikasi  5 

    c. Peralatan pemancar  10 

  7. Alat-Alat Kedokteran   

    a. Alat kedokteran  5 

    b. Alat kesehatan  5 

  8. Alat-Alat Laboratorium   

    a. Unit-unit laboratorium  8 

    b. Alat peraga/praktek sekolah  10 

    c. Unit alat laboratorium kimia nuklir  15 
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    d. Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika  15 

    e. Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan  10 

     f. Radiation application and non destructive 
testing laboratory (BATAM)  

10 

     g. Alat labortorium lingkungan hidup  7 

     h. Peralatan laboratorium hidrodinamika  15 

  9. Alat-Alat Keamanan/Persenjataan   

     a. Senjata api  10 

     b. Persenjataan non senjata api  3 

     c. Amunisi  5 

     d. Senjata sinar  5 

B.  Gedung dan Bangunan   

  1. Bangunan Gedung   

     a. Bangunan gedung tempat kerja  50 

     b. Bangunan gedung tempat tinggal  50 

     c. Bangunan menara  40 

  2.  Monumen   

     a. Bangunan bersejarah  50 

     b. Tugu peringatan  50 

     c.  Candi  50 

     d. Monumen/bangunan bersejarah  50 

     e. Tugu peringatan lain  50 

     f. Tugu titik kontrol/pasti  50 

     g. Rambu-rambu  7 

     h. Rambu-rambu lalu lintas udara  5 

C.  Jalan, Irigasi, dan Jaringan   

  1. Jalan dan Jembatan   

     a. Jalan  10 

     b. Jembatan  50 

  2. Bangunan  Air/Irigasi   

     a. Bangunan air irigasi  50 

     b. Bangunan air pasang surut  50 

     c. Poder  25 

     d. Bangunan pengaman sungai dan 
penanggulangan bencana alam  

10 



 

23 

     e. Bangunan pengembangan sumber air dan 

air tanah  

30 

     f. Bangunan air bersih/baku  40 

     g. Bangunan air kotor  40 

     h. Bangunan air  40 

  3.  Instalasi   

     a. Instalasi air minum/bersih  30 

     b. Instalasi air kotor  30 

     c. Instalasi pengolahan sampah  10 

     d. Instalasi pengolahan bahan bangunan  10 

     e. Instalasi pembangkit listrik  40 

     f. Instalasi gardu listrik  40 

     g. Instalasi pertahanan  30 

     h. Instalasi gas  30 

     i. Instalasi pengaman  20 

  4.  Jaringan   

     a. Jaringan air minum  30 

     b. Jaringan listrik  40 

     c. Jaringan telepon  20 

     d. Jaringan gas  30 

D.  Aset Tetap Lainnya   

  1. Barang Bercorak Kebudayaan   

     a. Barang bercorak kebudayaan  4 

     b. Alat olah raga lainnya  4 

  

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. 

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 
periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, 

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan 
penyesuaian.  

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif 

penyusutan maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.  

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit 
Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku 

suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.  

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat 

penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka 
penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang 
dapat disusutkan.  
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Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap 

tersebut meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria 
sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikan 
terhadap Aset Tetap dilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan 
melalui Berita Acara Serah Terima. 

Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap Renovasi pada Tabel Masa 
Manfaat dilakukan untuk Aset Tetap Renovasi. Tabel Masa Manfaat 

merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang 
menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. 

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel 
berikut. 

 

URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Resto
rasi/ Overhaul 

dari Nilai 

Perolehan (di 
Luar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa Manfaat 

(Tahun) 

Alat Besar    

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

    

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

    

Alat Angkutan    

Alat Angkutan 
Darat Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

    

Alat Angkutan Darat 

Tak Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 
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  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

Alat Angkutan 

Apung Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

    

Alat Angkutan Apung 

Tak Bermotor 

Renovasi >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Angkutan 
Bermotor Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 6 

  >50% s.d 75% 9 

  >75% s.d.100% 12 

    

Alat Bengkel dan Alat 

Ukur 

   

Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Alat Bengkel Tak ber 
Mesin 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Pertanian    

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 

  >21% s.d 40% 2 
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  >51% s.d 75% 5 

Alat Kantor dan 

Rumah Tangga 

 >0% s.d. 25% 0 

Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Studio, Komunikasi 
dan Pemancar 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

Alat Studio  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 5 

Peralatan Komunikasi 
Navigasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 9 

    

    

    

Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 

   

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 
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  >75% s.d.100% 3 

Alat laboratorium    

Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

Unit Alat laboratorium 
Kimia  

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

    

Alat Proteksi radiasi / 
Proteksi Lingkungan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

Radiation Application & 

Non Destructive Testing 
laboratory 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

Alat laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

Peralatan 
Laboratorium 

Hidrodinamica 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat laboratorium 
Standarisasi 

Kalibrasi & 
Instrumentasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 
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  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

Alat Persenjataan    

Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

Persenjataan Non Senjata 
Api 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 0 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

Komputer    

Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

    

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Eksplorasi    

Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% 2 
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  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

Alat Pengeboran    

Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Produksi Pengolahan 

dan Pemurnian 

   

Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat Bantu Explorasi    

Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 
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Alat keselamatan Kerja    

Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

    

Alat Peraga    

Alat Peraga Pelatihan dan 
Percontohan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

Peralatan Proses / 
Produksi 

   

Unit Peralatan Proses / 
Produksi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu-rambu    

Rambu-rambu Lalu lintas 

Darat 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 
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  >75% s.d.100% 4 

Rambu-rambu Lalu 

lintas Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu-rambu Lalu 

lintas Laut 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Peralatan Olah Raga    

Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Bangunan Gedung    

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja 

Renovasi >0% s.d. 25% 5 

  >25% s.d 50% 10 

  >50% s.d 75% 15 

  >75% s.d.100% 50 

    

Bangunan Gedung Tempat 

Tinggal 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Monumen    

Candi/ Tugu Peringatan / 
Prasasti 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

    

Bangunan Menara    

Bangunan Menara 

Perambuan 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 
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  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Tugu Titik Kontrol / 

Prasasti 

   

Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jalan dan Jembatan    

Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 60% 5 

  >60% s.d 100% 10 

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Air    

Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 

    

Bangunan Pengairan 
Pasang Surut 

Renovasi >0% s.d. 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 

    

Bangunan 

Pengembangan Rawa 
dan Polder 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

  >5% s.d 10% 3 

  >10% s.d 20% 5 

    

Bangunan Pengaman 

Sungai/Pantai & 
Penanggulangan 
Bencana alam 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d 20% 3 

    

Bangunan Pengembangan 

Sumber air dan Tanah 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 
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  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d 20% 3 

    

Bangunan Air Bersih/Air 

Baku 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

Instalasi    

Instalasi Air Bersih/Air 
baku 

Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

Instalasi 

Pengelolahan 
Sampah 

Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Pengolahan 

Bahan Bangunan 

Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Pembangkit 
Listrik 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 
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  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 1 

  >45% s.d 65% 3 

    

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 

    

  >30% s.d 45% 1 

  >45% s.d 65% 3 

Jaringan    

Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 5 

  >45% s.d 65% 10 

    

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

ASET TETAP 
DALAM 

RENOVASI 

   

Peralatan dan Mesin 

dalam renovasi 

Overhaul >0% s.d. 100% 2 
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Gedung dan bangunan 
dalam Renovasi 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jaringan Irigasi dan 

Jaringan dalam Renovasi 

Renovasi/

Overhaul 
>0% s.d. 100% 5 

 

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi 
nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai 
yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap 

Penyusutan Aset Tetap tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang 
dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.  

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, 

kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir 
tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.  

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap 
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.   

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak 

dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset 
Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.   

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca 
berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana 
layaknya Aset Tetap.  

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang dinyatakan 
hilang dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.  

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada 

tingkat Pejabat Pengguna Barang.  

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap 

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.  

Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan 
pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.  

Barang ekstrakomptable tidak disusutkan, melainkan diterapkan 
penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan / 

rusak.  

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan / nilai penyusutan 
Nol, namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca 

dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, dan 
dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan.  

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah 
tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan 

hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. 
Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut 
diperoleh.  
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Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:  

 

 

 

7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN  

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.  

8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI  

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 
nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai 

pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer 
tanpa  persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non 

pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu 
unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap  tersebut 
akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan  kepemilikannya 

secara hukum, seperti adanya akta hibah.   

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap 

tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. 
Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk 
pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah  telah 

dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti 
perolehan aset tetap dengan pertukaran.  

9. ASET BERSEJARAH  

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit 
koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan dengan tanpa nilai.  

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya 

pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang 
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan 
lokasi yang ada pada periode berjalan.  

E. PENGUNGKAPAN 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut:  

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 
amount) adalah: 

a. hasil dari Appraisal atau penilaian satu barang untuk barang yang belum ada 
nilainya dari mulai pengadaan / penyerahan; 

b. nilai pembelian pada saat pengadaan; 

c. nilai perolehan pada saat serah terima barang 

 

Formula Metode Garis Lurus 

  

  

  

Penyusutan per periode   =   
Nilai yang dapat disusutkan 

 

 

    

Masa manfaat     
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Waktu penilaian / appraisal yang dapat diakui dalam pencatatan adalah 

waktu pada saat penilaian itu dilaksanakan bukan pada saat nilai perolehan 
barang tersebut. 

2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.  

3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yangmenunjukkan:  

a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan 

lain-lain);  

b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);  

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;  

d. Mutasi aset tetap lainnya.  

4. Informasi penyusutan, meliputi:  

a. Nilai penyusutan;  

b. Metode penyusutan yang digunakan;  

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;  

5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:  

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;  

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;  

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;   

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.  

6. Untuk KDP perlu diungkapkan :  

a. Rincian  kontrak  KDP  berikut  tingkat  penyelesaianya  

dan  jangka  waktu penyelesaianya pada tanggal neraca;  

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;  

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;  

d. Uang Muka Kerja yang  telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;  

e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan 

sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor  pada 
masa yang telah ditentukan dalam kontrak).  

7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan 
lokasi aset dimaksud; 

8. Aset Tetap hasil pelimpahan dari Kabupaten Induk / Kabupaten Bandung yang 

tidak diketahui keberadaannya / fisiknya tidak ada, dapat dihapuskan dengan 
terlebih dahulu melakukan penelusuran oleh Tim gabungan lintas sektoral 

SKPD yang dituangkan dalam Berita Acara hasil penelusuran Aset Tetap/ BMD 
yang tidak diketahui keberadaannya. 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANDUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2015 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan 

Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya 
merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana 
cadangan. 

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang 

cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan 
manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa 

depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki 
tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan 
mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga 

keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. 
Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset 

yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam 
pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. 

 

2. Klasifikasi 

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan 
sebagai berikut: 

  

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran 

 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga 

Sewa 

 Kerjasama Pemanfaatan 

 Bangun Guna Serah 

 Bangun Serah Guna 

Aset Tidak Berwujud Goodwill 

 Lisensi dan Frenchise 

 Hak Cipta 

 Paten 

 Aset Tidak Berwujud Lainnya 

Aset Lain-lain Aset Lain-Lain 

 

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset 

yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi 
kewenangan SKPD.  
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Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi: 

a. Tagihan Jangka Panjang; 

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan 

c. Aset lain-lain. 

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi: 

a. Aset Tak Berwujud; dan 

b. Aset lain-lain. 

 

B. PENGAKUAN 

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan 
dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut: 

1. Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan 
tuntutan ganti kerugian daerah. 

a. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 
kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan 
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan 

perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah 
golongan III. 

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti 
kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai 

dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh 
seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR 
terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian (SKP2K). 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang 

dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan 
kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan 

sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: 

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat 

terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan 
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya 
kerjasama/kemitraan-sewa. 

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) 

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama 
pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama 
pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ 
kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 

http://kamuskeuangandaerah.com/images/a/a5/UU_15_tahun_2006_%28BPK%29.pdf
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menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). 

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) 

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) 
adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset 

pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak 
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain 
berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka 

waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan 
atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah 
setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). 

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-
masing pihak. 

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah 
daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS 
tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari 

Aset Tetap. 

d. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) 

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) 
adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak 

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut 
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya 
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada 

pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan 
pembangunan aset tersebut. 

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ 

investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban 
pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak 

ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga 
dilakukan secara bagi hasil. 

3. Aset Tidak Berwujud (ATB) 

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud 
menyebutkan bahwa Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang 
tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan 
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi 

penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses 
pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: 

a. Goodwill 

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah 
daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai 

buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas 
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan 
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih 

perusahaan. 

b. Hak Paten  

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah Daerah 

kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara 
bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa 
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produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk 

atau proses. 

c. Hak Cipta (Copyright) 

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak 
cipta y a n g  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau 

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau 
dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah 

daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan 
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak 

berhak untuk memanfaatkannya. 

d. Royalti 

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan 

hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan 
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. 

e. Software 

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud 
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan 

dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu. Jadi software 
ini adalah yang dapat digunakan di komputer atau jenis hadware 

lainnya lain. Software yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud 
memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas 

software berkenaan. 

f. Lisensi 

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta 
yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak 

Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu 
dan syarat tertentu. 

g. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka 
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan 

manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang 
dapat diidentifikasi sebagai aset. 

h. Waralaba (Franchise)  

Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya 
diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari 

kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang 
dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 

yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan 
dan atau penjualan barang dan jasa. 

i. Aset Tak Berwujud Lainnya 

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang 
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang 
ada. 
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j. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang 
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya 

melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya 
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas 
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan 

tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai 
aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in 
progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan 
direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. 

 

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: 

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang 

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset 
Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah 
daerah atau dinikmati oleh entitas; dan 

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

4. Aset Lain-Lain 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat 
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset  tetap  yang tidak 

digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses 
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain 
diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan 

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 

 

C. PENGUKURAN 

1. Tagihan Jangka Panjang 

a. Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. 

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan 
dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak 

(SKTJM). 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

a. Sewa 

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara 
penjualan aset yang bersangkutan. 

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat 
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih 

yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) 

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh 
pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun 
aset BGS tersebut. 
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d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) 

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu 
sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah 

ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak 
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 

3. Aset Tidak Berwujud 

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang 
harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset 

tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat 
ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat 
pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah 

daerah tersebut. 

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: 

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi 
dengan potongan harga dan rabat; 

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari 
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat 
digunakan; 

2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut 
dapat digunakan; 

3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi 

secara baik. 

 

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah: 

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat 
pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang 

dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan. 

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh 
entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga 

perolehan aset tak berwujud di kemudian hari. 

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software 
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah 
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. 

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak 

berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat 
disajikan sebesar nilai wajar. 

 

4. Aset Lain-lain 

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset 

tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai 

tercatat/nilai bukunya. 

 

 

 



 

44 

D. AMORTISASI 

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset 
tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah 

penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara 
sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. 

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis 
lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola 

konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. 
Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat 

dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester 
selama masa manfaat. Perhitungan metode garis lurus dilakukan untuk 
mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut: 

Amortisasi per periode = Nilai yang dapat diamortisasi 

Masa Manfaat 

Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit 

Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. Nilai residu merupakan nilai 
buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat. Nilai yang dapat 
diamortisasi didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, 

dikecualikan untuk Amortisasi pertama kali, nilai dapat diamortisasi 
didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum 
diberlakukannya Amortisasi, 

Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan 
memperhatikan faktor prakiraan: 

a. daya pakai; 

b. tingkat keusangan; dan 

c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian asset, dari 

Aset Tak Berwujud tersebut. 

Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan 

Amortisasi dilakukan setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
penggolongan dan kodefikasi BMD. Masa manfaat Aset Tak Berwujudtidak 

dapat dilakukan perubahan, kecuali: 

a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat 
atau kapasitas manfaat; atau 

b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 
yang baru diketahui di kemudian hari. 

Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta 
merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

BMD. 

Amortisasi tidak dilakukan terhadap: 

a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 
yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Cipta 
(Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna 

Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; 
dan 

b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah 
diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian 
kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau 
penghapusan.  
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Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak 

Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dilaksanakan mulai Tahun 

Anggaran 2016. 

 

E. PENYAJIAN 

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah 
contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. 

 

NERACA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

(Dalam Rupiah) 

Uraian 20X1 20X0 

ASET 

ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan Aset Tetap 

Lainnya 

Konstruksi dalam Pengerjaan 

Akumulasi  Penyusutan 

Jumlah Aset 

Tetap DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

Jumlah Dana Cadangan 

 

 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

 

 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

xxx xxx 

 
xxx 

 
xxx 

xxx xxx 

ASET LAINNYA 

Tagihan Penjualan Angsuran 

Tuntutan  Perbendaharaan 

Tuntutan Ganti Rugi 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tak Berwujud 

Aset Lain-Lain 

Jumlah Aset Lainnya 

 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xx

x 

xxx xxx 

JUMLAH ASET xxxx xxxx 

 

F. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, 

sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. besaran dan rincian aset lainnya; 

b. nilai Amortisasi periode berjalan; 

c. periode Amortisasi; 

d. metode Amortisasi yang digunakan; 

e. masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan; 

f. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 

g. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir 
periode; 

h. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir 

periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud; 
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i. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, 

BOT dan BTO); 

j. informasi lainnya yang penting. 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BANDUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2015 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

 

KOREKSI KESALAHAN TANPA PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  

 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa: 

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimanan dimaksud 

Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP; 

2. IPSAP dan Buletin teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Sehubungan telah ditetapkannya Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan 
Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, maka kebijakan 

akuntansi terhadap koreksi kesalahan pada penyusunan Laporan Keuangan 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis kas 

menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual agar 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2015; 

2. Perubahan dalam penyajian laporan keuangan tahun 2015 terhadap laporan 

keuangan tahun 2014 bukan merupakan kebijakan akuntansi pada umumnya, 
namun lebih mendasar karena merupakan perubahan basis standar  

akuntansi. Penerapan SAP berbasis akrual (sesuai Lampiran I PP Nomor 71 
Tahun 2010) untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2015 
menyebabkan SAP berbasis kas menuju akrual (sesuai Lampiran II PP Nomor 

71 Tahun 2010) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedua laporan keuangan 
(Laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31 

Desember 2015) disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-
masing; 

3. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak komulatif 
yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 
yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada 

Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan; 

4. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari 
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada 
laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan atas 

laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan 
laporan keuangan; 

5. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku untuk penyusunan laporan 

keuangan periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015. 

 

 



 

48 

Jenis-jenis koreksi kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan 

antara lain sebagai berikut:  

 

No Jenis Koreksi Perlakuan Keterangan 

1. Koreksi nilai aset tetap 
karena adanya penilaian 
kembali aset tetap/aset 

lainnya yang tidak 
memiliki nilai perolehan 

(pencarian nilai wajar) 

Disajikan sebagai 
koreksi dampak 
kumulatif di LPE 

(revaluasi aset tetap). 
Koreksi diterapkan 

terbatas pada saldo 
akun aset tetap terkait 
yang disajikan pada 

neraca per 31 
Desember 2014 

Dampak kumulatif 
berupa penambahan 
nilai aset tetap/aset 

lainnya hasil penilaian 
kembali yang 

menambah ekuitas dan 
penambahan akumulasi 
penyusutan atau 

amortisasi yang 
mengurangi ekuitas 

2. Koreksi perhitungan 

penyisihan piutang/dana 
bergulir dan penyusutan 

aset tetap 

Disajikan sebagai 

koreksi dampak 
kumulatif di LPE. 

Koreksi diterapkan 
terbatas pada saldo 
akun penyisihan 

piutang/dana bergulir 
dan akumulasi 
penyusutan aset tetap,  

yang disajikan pada 
neraca per 31 

Desember 2014 

  

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 


